WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang vlas bahwa dalam rangka meningkatkan
kemampuan dan  profesionalisme ~ serta
mendukung transformasi sumber daya
manusia aparatur melalui pencapaian
peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil
(PNS) berbasis kompetensi, maka perlu
dilakukan pengembangan PNS melalui jalur
pendidikan kepada PNS yang memenuhi
persyaratan untuk melaksanakan pendidikan
melalui program Tugas Belajar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai
Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal
dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandar
Lampung;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956
No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956
No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956
No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Termasuk. Kotapraja, Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821);
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur  Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor §,
Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai  Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar
Lampung, sebagaimana di ubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung !
Nomor 2 Tahun 2022. L

7. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor
67 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun
2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi
Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN DAN
TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud
dengan:

a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.

b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota
Bandar Lampung.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.

d. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya
disingkat BKD adalah Perangkat Daerah Kota
Bandar Lampung yang secara fungsiona%
bertanggung jawab dalam pelaksanaan seleksi
administratif penunjukan Pegawai Tugas
Belajar.

e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang
selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandar Lampung.

f. Pejabat Pembina Kepegawaian yang
selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara
dan pembinaan manajemen aparatur sipil
negara di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Tim Seleksi adalah tim yang bertugas
memberikan pertimbangan kepada Wali Kota
dalam hal penentuan Pegawai Negeri Sipil yang
dapat mengikuti pendidikan Tugas Belajar.

h. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Bandar Lampung.

1. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya
disingkat SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota
Bandar Lampung.

j.  Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan
oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat
untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan
kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk
kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah
Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan
tugas belajar instansi.
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k. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas Yyang
diberikan olen PPK kepada PNS yang
memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan
sesuai dengan kompetensi keilmua'n yang
diperlukan untuk kepentingan pen}ngkatan
kinerja Pemerintah Daerah dan sesuau-dengar}
rencana kebutuhan tugas belajar Instansi
dengan sumber pembiayaan pendidikan secara
mandiri.

l. Program Studi adalah kesatuan kegigtgq
pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu
dalam satu jenis pendidikan akademik,
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan
vokasi.

m. Rekomendasi adalah surat keterangan
yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkﬁa?
daerah atau unit Kkerja yang  berisi
penguatan/pembenaran tentang permohonan
tugas belajar PNS sesuai dengan rencana
kebutuhan tugas belajar instansi.

n. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai )
Tugas Belajar yang dinyatakan lulus
menyelesaikan Program Studi.

0. Re-entry program adalah program pemanfaatan
lulusan pendidikan.

p. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian
kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen
dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar
oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar.

q. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi
Negeri atau swasta yang terakreditasi yang
ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung untuk mendidik PNS yang ditugaskan R
mengikuti Pendidikan. i

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS TIM SELEKSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Tim  Seleksi dibentuk untuk memberikan
pertimbangan kepada Wali Kota dalam penentuan
PNS yang dapat mengikuti Tugas Belajar yang
kfea'nggotaannya terdiri dari Pejabat dan Pelaksanz
di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
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Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Tim Seleksi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tim Seleksi mempunyai tugas pokok memberikan
pertimbangan administrasi dan teknis kepada Wali
Kota dalam rangka menentukan/menetapkan PNS
yang akan mengikuti pendidikan Tugas Belajar.

BAB III
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SELEKSI DAN TIM SEKRETARIAT

Bagian Kesatu
Keanggotaan Tim Seleksi

Pasal 5

Susunan Keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap

anggota,

Asisten Administrasi Umum sebagai anggota;

Inspektur sebagai anggota; I
Kepala BKD sebagai anggota; >

o a0 o

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sebagai anggota;

Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; dan
g. Kepala Bagian Organisasi sebagai anggota.

lme)

Pasal 6

(1) Tim Seleksi calon peserta Tugas Belajar
melakukan rapat sesuai dengan kebutuhan.

(2) Rapat Tim Seleksi dilaksanakan dengan
mengundang seluruh personalia Tim Seleksi
dan dihadiri oleh ketua dan paling sedikit 2
(dua) orang anggota serta sekretaris.
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Bagian Kedua

Keanggotaan Tim Sekretariat

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Seleksi dibantu oleh
Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan
sebagai berikut:

a.

b.

C.

(1)

(2)

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD
Kota Bandar Lampung sebagai koordinator;

Sekretaris BKD sebagai Sekretaris;

Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan
Pemberhentian BKD sebagai Anggota;

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD
sebagai Anggota;

Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan
Aset BKD sebagai anggota;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BKD sebagai anggota; dan

Pelaksana pada BKD 6 (enam) orang sebagai
anggota.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan

maksud untuk memberikan pedoman dan

landasan hukum dalam pemberian tugas
belajar kepada PNS.

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan

tujuan :

a. memenuhi kebutuhan sumber daya
manusia yang memiliki keahlian dan
kompetensi dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi;

b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan,
kecakapan dan sikap profesionalisme PNS
dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier PNS.
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BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: jat

a. jenis pendidikan;

b. persyaratan dan tata cara pemberian tugas
belajar;

c. penyelenggaraan dan persyaratan program studi;

d. pendanaan tugas belajar;

e. jangka waktu, perpanjangan dan  tugas
belajar berkelanjutan;

f. kedudukan PNS tugas belajar;

g. hak dan kewajiban pns tugas belajar;

h. re-entry program,;

i. pembatalan dan pemberhentian

j. tugas belajar; dan

k. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI
JENIS PENDIDIKAN

Pasal 10 b

(1) Jenis pendidikan untuk program tugas belajar
meliputi:

a. program pendidikan akademik;
b. program pendidikan profesi; dan
c. program pendidikan vokasi.

(2) Program pendidikan akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
program sarjana (S1) dan program pascasarjana
yang meliputi program magister (S2) dan
program doktor (S3).

(3) Program pendidikan profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. program pendidikan profesi; dan

b. program pendidikan profesi lanjutan.

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(4) Program pendidikan vokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari:
a. program pendidikan diploma I (D I);
b. program pendidikan diploma II (D II);
c. program pendidikan diploma I1I (D I1I); dan
d. program pendidikan diploma IV (D V).

BAB VII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 11

Tugas belajar dapat diberikan atas :
a. penawaran Pemerintah/Pemerintah Daerah;

atau

b. Permohonan dari PNS.
Pasal 12

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan
rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah
Daerah.

Pasal 13

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun
sejak diangkat sebagai CPNS;

b. memiliki sisa masa kerja pegawai
dengan mempertimbangkan masa pendidikan
dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan
paling kurang :

1) tiga kali waktu normatif program studi
sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk
tugas belajar yang diberhentikan dari
jabatan; atau

2) dua kali waktu normatif program studi
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